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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyusunan Analisis
Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana
Kementerian Agama Republik Indonesia dalam mendukung penataan kelas jabatan
pelaksana. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan penataan struktur organisasi
yang efisien, objektif, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi
langsung terhadap proses penyusunan Anjab dan ABK. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi secara signifikan oleh kejelasan komunikasi
kebijakan, efektivitas koordinasi antarunit kerja, ketersediaan data jabatan yang valid, serta
kapasitas sumber daya manusia pelaksana di lingkungan biro. Implementasi Anjab dan
ABK terbukti berperan dalam menghasilkan penataan kelas jabatan yang lebih rasional dan
fungsional, yang berdampak pada peningkatan efektivitas kelembagaan dan motivasi kerja
pegawai pelaksana. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris bagi penguatan
manajemen sumber daya manusia sektor publik serta mendukung agenda reformasi
birokrasi nasional yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Anjab, ABK, Jabatan Pelaksana.
ABSTRACT

This study aims to analyze the Job Analysis (Anjab) and Workload Analysis (ABK) policies
of the Bureau of Organization and Administration of the Ministry of Religious Affairs of
the Republic of Indonesia in supporting the arrangement of the class of implementing
officials. This research is motivated by the need for an efficient, objective organizational
structure that is in line with the principles of good governance. The research method used
is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth
interviews, documentation studies, and direct observation of the Anjab and ABK
preparation process. The results show that policy implementation is significantly
influenced by the clarity of policy communication, the effectiveness of coordination
between work units, the availability of valid job data, and the capacity of implementing
human resources within the bureau. The implementation of Anjab and ABK has been
proven to play a role in producing a more rational and functional class position
arrangement, which has an impact on increasing institutional effectiveness and work
motivation of implementing employees. This research provides an empirical contribution
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to strengthening public sector human resource management and supporting the agenda of

sustainable national bureaucratic reform.

Keywords : Policy Implementation, Job Description, ABK, Implementing Position.

A. PENDAHULUAN
Reformasi birokrasi di

telah memasuki babak baru yang menuntut
setiap instansi pemerintah untuk lebih
adaptif, efisien, dan berbasis kinerja. Salah

Indonesia

satu tantangan utama dalam mewujudkan
birokrasi modern adalah bagaimana
daya
manusia aparatur secara tepat guna dan
tepat sasaran (Krismadinata et al. 2020).
Dalam konteks ini, penyusunan Analisis
Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja
(ABK) menjadi instrumen penting dalam
mendukung penataan struktur organisasi
dan sistem manajemen kepegawaian. Anjab
dan ABK bukan
administratif, tetapi merupakan prasyarat

pemerintah  mengelola  sumber

sekadar kewajiban
utama untuk membangun sistem birokrasi
yang profesional, produktif, dan responsif
terhadap perubahan lingkungan strategis
(Triyanto, Soediantono, and Fachlevi
2021).

Kementerian Agama RI sebagai
salah satu kementerian dengan struktur
yang luas dan kompleks, menghadapi
tantangan besar dalam pengelolaan jabatan,
terutama pada kelompok jabatan pelaksana
(Tamara et al. 2021). Jabatan ini memiliki
peran  operasional  penting  dalam
mendukung layanan publik, namun dalam
praktiknya pelaksanaannya, penyusunan
Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis
Beban Kerja (ABK) pada jabatan pelaksana
masih menghadapi berbagai permasalahan
empiris.

Berdasarkan kondisi di lapangan,
ditemukan adanya ketimpangan beban kerja
antarpegawai dalam jabatan yang sama,
perbedaan antara uraian tugas jabatan

dengan aktivitas kerja aktual, serta belum
konsistennya penggunaan hasil Anjab dan
ABK dalam pengambilan keputusan
manajerial, khususnya terkait pengelolaan
kelas jabatan dan kebutuhan pegawai.
Situasi ini menyebabkan distribusi sumber
daya manusia  belum  sepenuhnya
proporsional dan  berdampak pada
rendahnya kejelasan peran serta efektivitas

kinerja pegawai. Permasalahan tersebut

menunjukkan bahwa implementasi
kebijakan Anjab dan ABK masih
memerlukan penguatan agar mampu

menjawab kebutuhan organisasi secara
nyata.

Secara normatif, Peraturan Menteri
PAN-RB No. 45 Tahun 2022 tentang
Jabatan Pelaksana  pada  Instansi
Pemerintah, menekankan bahwa seluruh
jabatan pelaksana di instansi pemerintah
harus ditata berdasarkan hasil Anjab dan
ABK yang valid dan mutakhir. Hal ini
mencerminkan  pergeseran  pendekatan
pengelolaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
yang semula administratif menjadi berbasis
data dan analisis. Dalam rangka
mewujudkan birokrasi yang efektif dan
efisien, penyusunan kebutuhan PNS tidak
lagi  dilakukan

melainkan harus berbasis pada data dan

Secara semb arangan,

analisis yang akurat.

PENYUSUNAN KEBUTUHAN PNS

Anavizis
Samaman

=

Sumber : MODUL PENYUSUNAN
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ANALIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALIS
BEBAN KERJA (ABK)

Dalam  penyusunan  kebutuhan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dimulai
dari proses Analisis Jabatan untuk

menghasilkan Peta Jabatan. Peta Jabatan ini
kemudian digunakan sebagai dasar dalam
melakukan Analisis Kebutuhan Pegawai
serta Kebijakan
Pemerintah. Hasil dari kedua analisis

mempertimbangkan
tersebut menjadi acuan dalam proses
Penyusunan Kebutuhan PNS (Fahrani
2017). Dengan penyusunan Anjab dan
ABK, instansi pemerintah dapat
memastikan bahwa setiap jabatan memiliki
uraian tugas yang jelas, volume kerja yang
terukur, posisi struktur
organisasi yang sesuai (Analis and Anjab
2021).

Meskipun secara normatif kebijakan

dan dalam

penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan
Analisis Beban Kerja (ABK) telah diatur
secara jelas dan telah diimplementasikan di
dan Tata
Laksana Kementerian Agama RI, dalam

lingkungan Biro Organisasi

praktiknya masih ditemukan sejumlah
permasalahan krusial yang berpotensi
menghambat efektivitas penataan jabatan
pelaksana. Permasalahan tersebut antara
lain berupa ketidaksesuaian antara uraian
tugas formal dengan pekerjaan aktual yang
dijalankan pegawai, ketimpangan distribusi
beban  kerja  antarjabatan
antarindividu, serta keterbatasan
pemanfaatan hasil Anjab dan ABK sebagai
dasar pengambilan keputusan manajerial,

maupun

khususnya dalam pengelolaan kelas jabatan
dan perencanaan kebutuhan pegawai.
Kondisi ini tidak hanya berdampak pada
belum optimalnya struktur
organisasi, tetapi juga berimplikasi pada
rendahnya motivasi dan kinerja pegawai

efisiensi

akibat ketidakjelasan peran dan ekspektasi

kerja. Oleh karena itu, diperlukan kajian
yang lebih mendalam untuk menelaah
bagaimana implementasi Anjab dan ABK
dijalankan, faktor-faktor apa saja yang
memengaruhi keberhasilannya, serta sejauh
mana kebijakan tersebut mampu menjawab
tantangan penataan jabatan pelaksana
secara efektif dan berbasis kinerja di Biro
Ortala Kementerian Agama RI.

Penataan kelas jabatan pelaksana
menjadi sangat krusial untuk menjawab
permasalahan ini, dan penyusunan Anjab
dan ABK secara sistematis oleh Biro
Organisasi dan Tata Laksana (Ortala)
menjadi  langkah  strategis = dalam
mendorong reformasi birokrasi (Ikawati
2018). Selain itu, Biro Organisasi dan Tata
Laksana (Ortala) Kementerian Agama RI
efektivitas
telah menerapkan

dalam rangka
reformasi  birokrasi,

mendorong

pendekatan Analisis Jabatan (Anjab) dan
Analisis Beban Kerja (ABK) secara
sistematis dan terukur. Salah satu hasil
nyata dari implementasi ini dapat dilihat
melalui pemetaan uraian tugas jabatan
pelaksana, yang disusun berdasarkan output

kerja, jenis pekerjaan, dan waktu
penyelesaiannya.

Tugas-tugas yang dianalisis
mencakup  aktivitas penting  seperti
menyusun rencana kerja, mengelola dan
merekapitulasi data, memverifikasi
informasi, hingga menyusun laporan
pertanggungjawaban.

Moj Uraian Tugas

51 H 1250 003

51 3 1250 oz

51 3 1250 oz

51 2 1250 008

) H 1250 o0

Jumlah Pegawai 1 0.633
1

Sumber : Dokumen Anjab Biro Ortala.
Studi empirik MODUL PENYUSUNAN
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ANALIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALIS
BEBAN KERJA (ABK)

Proses tersebut menjadi kunci dalam
menciptakan struktur organisasi yang lebih
efisien, adil, dan akuntabel. Setiap aktivitas
tidak hanya dijabarkan secara rinci, tetapi
juga dikelompokkan berdasarkan bentuk
hasil kerjanya, apakah berupa dokumen,
data layanan, atau laporan. Penyusunan ini
membantu memberikan kejelasan fungsi
dan tanggung jawab bagi setiap pegawai
dalam unit kerja.

Melalui proses ini, Biro Ortala dapat
mengidentifikasi dan menghitung
kebutuhan ideal pegawai berdasarkan
beban kerja aktual serta waktu penyelesaian
yang dibutuhkan. Dengan pendekatan ini,
setiap jabatan memiliki dasar logis dan
terukur dalam pengalokasian sumber daya
manusia, sehingga mampu menciptakan
struktur kerja yang lebih adil, proporsional,
dan akuntabel.

Lebih jauh, uraian tugas yang
ditetapkan juga menjadi alat kontrol untuk
memastikan bahwa pekerjaan  yang

dilakukan pegawai tidak tumpang tindih
dan tetap selaras dengan tujuan organisasi.
tugas
mendukung peningkatan

Penjabaran tersebut  sekaligus

kinerja dan

motivasi aparatur, karena memberikan
kejelasan peran dan ekspektasi hasil kerja
yang konkret.

Secara  keseluruhan, penerapan
Anjab dan ABK ini menjadi pondasi
penting dalam penataan jabatan pelaksana
yang tidak hanya memenuhi ketentuan
regulasi, tetapi juga memperkuat budaya
kerja berbasis data dan kinerja. Hal ini
menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi
bukan sekadar slogan, melainkan proses
yang dibangun melalui langkah-langkah

teknis yang nyata dan terukur.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif yang
bertujuan untuk menggali secara mendalam
dinamika implementasi kebijakan Analisis
Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja
(ABK) dalam penataan struktur organisasi,
khususnya pada Biro Organisasi dan Tata
Laksana (Ortala) Kementerian Agama RI.
Pendekatan ini dipilih karena mampu
memberikan pemahaman kontekstual dan
menyeluruh mengenai fenomena sosial
yang tengah diteliti. Menurut Moleong

(2017), menyatakan bahwa penelitian
kualitatif adalah suatu metode yang
bertujuan untuk memahami fenomena

secara holistik dan mendalam melalui
pengumpulan data dari berbagai sumber,
wawancara, dan
sejalan dengan

seperti  observasi,
dokumentasi. Hal ini
pandangan Bogdan dan Taylor (1975) yang
menyatakan bahwa penelitian kualitatif
menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis atau lisan dari individu dan
perilaku yang diamati dalam konteks alami
(Islam et al. 2025).
Untuk

implementasi

mendalami proses

kebijakan, penelitian ini
menggunakan teori implementasi kebijakan
publik yang dikemukakan oleh George C.
Edwards III (1980). Teori ini menyatakan
bahwa efektivitas implementasi kebijakan
dipengaruhi oleh empat faktor utama,
yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi
atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.
Keempat variabel ini menjadi kacamata
analisis dalam mengkaji sejauh mana
kebijakan Anjab dan ABK dapat dijalankan
secara efektif dalam sistem kelembagaan
pemerintahan.

Lokasi Penelitian dilakukan di Biro
Ortala Kementerian Agama RI yang
berlokasi di Jalan Lapangan Banteng Barat
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No. 3-4, Jakarta Pusat 10710. Teknik
pengumpulan data yang digunakan meliputi
observasi langsung, untuk menangkap
realitas pelaksanaan kebijakan;
dokumentasi, guna memperoleh data dari
arsip-arsip resmi seperti SK, SOP, dan
laporan pelaksanaan kebijakan; serta studi

kepustakaan (Library Research).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji secara mendalam Implementasi
Kebijakan Analisis Jabatan (Anjab) dan
Analisis Beban Kerja (ABK) oleh Biro
Organisasi dan Tata Laksana (Ortala)
Kementerian Agama RI dalam konteks
Penataan Kelas Jabatan Pelaksana. Dengan
mengacu pada Indikator teori Implementasi
Kebijakan George C. Edward III, yaitu
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan
struktur birokrasi.
1) Komunikasi

Komunikasi menjadi fondasi utama
dalam proses implementasi kebijakan,
sebagaimana ditegaskan oleh George C.
Edward III bahwa efektivitas

kebijakan sangat ditentukan oleh kejelasan,

suatu

konsistensi, serta saluran komunikasi yang
tepat antar pelaku kebijakan (Collins et al.
2021). Dalam konteks implementasi
kebijakan penyusunan Analisis Jabatan
(Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK),
Biro Ortala Kementerian Agama RI
berperan strategis sebagai aktor kunci
dalam menjembatani regulasi tingkat pusat
dengan pelaksanaan teknis di satuan kerja.
Tidak cukup hanya mengandalkan
pemahaman atas dokumen normatif, seperti
Permen PAN-RB No. 45 Tahun 2022 dan
PMA No. 32 Tahun 2024, Biro Ortala juga
aktif membangun komunikasi dua arah
melalui kegiatan sosialisasi, penyusunan
Frequently Asked Questions (FAQ), serta

penyediaan panduan teknis digital untuk

mendukung  keterpahaman  pelaksana
kebijakan di lapangan (Tambunan and Amir
2025).

Lebih lanjut, pendekatan komunikasi
yang digunakan bersifat partisipatif dan
dialogis. Biro Ortala secara  aktif
menginisiasi berbagai pelatihan teknis,
workshop, dan forum diskusi kelompok
(FGD) lintas unit kerja, yang dirancang
persepsi

kesenjangan

untuk  menyamakan serta

meminimalisir risiko

pemahaman antar ASN. Kegiatan ini tidak

hanya memperluas wawasan teknis
aparatur, tetapi  juga  mendorong
terbentuknya rasa memiliki terhadap

kebijakan yang diimplementasikan. Melalui
praktik ini, komunikasi tidak diposisikan
secara satu arah dari pusat ke daerah,
melainkan sebagai ruang kolaboratif yang
memungkinkan adanya feedback dan
perbaikan berkelanjutan (Agustina and
Herliana 2025). Strategi ini terbukti efektif
dalam mempercepat adaptasi terhadap
perubahan kebijakan pengelolaan jabatan
pelaksana yang menuntut transformasi dari
pola kerja administratif ke arah yang
berbasis kinerja dan analisis kebutuhan
nyata.

Selain itu,
internal dalam organisasi publik memiliki
korelasi langsung terhadap keberhasilan
implementasi kebijakan birokrasi. Dalam
penelitian (Murwantoko et al. 2018)
menekankan bahwa sosialisasi yang masif,

ntensitas komunikasi

penggunaan media komunikasi digital, dan
keterlibatan semua lapisan ASN secara aktif
dapat meningkatkan kejelasan instruksi dan
memperkuat terhadap  arah
kebijakan. mengafirmasi
pendekatan komunikasi yang diterapkan
oleh Biro Ortala sebagai bentuk

transformasi tata kelola yang adaptif

loyalitas
Temuan ini
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terhadap kompleksitas organisasi besar
seperti Kementerian Agama RI.
2) Sumber Daya

Sumber daya manusia dan anggaran
terbukti menjadi faktor penghambat
signifikan. Sumber daya yang dimaksud
tidak hanya terbatas pada alokasi anggaran,
tetapi juga mencakup ketersediaan sumber
daya manusia yang kompeten, waktu yang
cukup, serta sarana dan prasarana teknologi
yang mendukung (Hakim, Wasistiono, and
Ali 2024). Dalam konteks kebijakan
penyusunan Anjab dan ABK di lingkungan
Kementerian Agama RI, tantangan utama
yang dihadapi adalah belum meratanya
kompetensi ASN, terutama di satuan kerja
daerah, dalam memahami metodologi
pengumpulan dan analisis data jabatan
secara sistemik dan berbasis beban kerja
(Setiawan and Utami 2025).

Menjawab tantangan tersebut, Biro
Ortala secara progresif mengembangkan
strategi  penguatan kapasitas melalui
pelatihan teknis yang terstruktur dan
berkelanjutan. Pelatihan ini tidak hanya
bersifat teoritis, tetapi juga memberikan
praktik  langsung  dalam
dokumen Anjab dan ABK sesuai dengan

menyusun

ketentuan yang diatur dalam Permen PAN-
RB No. 45 Tahun 2022. Selain itu, Biro
Ortala juga kemajuan
teknologi dengan
mengembangkan sistem aplikasi berbasis
web untuk penginputan, pengolahan, dan
pelaporan data jabatan. Inisiatif ini
memungkinkan satuan kerja di seluruh

memanfaatkan
informasi

Indonesia dapat mengakses dan mengelola
data secara mandiri, tanpa harus bergantung
sepenuhnya pada tenaga ahli pusat.
Pemanfaatan teknologi ini menjadi
salah satu solusi atas keterbatasan sumber
daya manusia dan waktu, serta mendorong
efisiensi birokrasi. Aplikasi digital tersebut

juga dirancang user-friendly agar dapat
digunakan oleh ASN dari berbagai latar
belakang kemampuan teknologi (Rahmadi
and Rusmiati 2025). Pendekatan ini sejalan
dengan temuan (Rosidah, Suryadi, and
Azmia 2025) yang menyatakan bahwa
digitalisasi
meningkatkan

sistem kepegawaian dapat
konsistensi data,
keputusan

mempercepat  pengambilan

berbasis  analisis, dan memudahkan
pemantauan pelaksanaan kebijakan di
seluruh lini organisasi. Digitalisasi juga
membuka peluang desentralisasi
manajemen SDM, di mana unit kerja dapat
melakukan pembaruan data jabatan secara
real-time, sehingga validitas dan aktualisasi
data lebih terjamin.

Dengan pendekatan ini, Biro Ortala
tidak hanya menunjukkan respons adaptif
terhadap keterbatasan sumber daya yang
ada, tetapi juga menempatkan teknologi
sebagai akselerator reformasi birokrasi.
Strategi tersebut terbukti efektif dalam
mendorong proses penyusunan Anjab dan
ABK yang lebih efisien, transparan, dan
akuntabel di
Agama RI.

3)  Disposisi

lingkungan Kementerian

Disposisi ~ mencakup  kesiapan
mental, komitmen, serta tingkat
kepercayaan pelaksana terhadap kebijakan
yang dijalankan. Dalam  konteks

Kementerian Agama RI, disposisi menjadi
faktor kunci dalam menentukan sejauh
mana penyusunan Anjab dan ABK dapat
diinternalisasi dan diterapkan secara
konsisten oleh pegawai, khususnya pada
level pelaksana. Kebijakan penataan ulang
kelas jabatan tidak sekadar perubahan
teknis administratif, tetapi juga menuntut
perubahan pola pikir (mindset) menuju
manajemen ASN yang berbasis kinerja dan

data. Sebagaimana disoroti oleh Mufid
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(2020), implementasi kebijakan penataan
jabatan seperti tertuang dalam Perpres No.
154 Tahun 2015 terkait tunjangan kinerja,
sangat dipengaruhi oleh komitmen pegawai
dalam menyesuaikan dengan penetapan
JFU (Jabatan Fungsional Umum) dan kelas
jabatan, di mana mindset transformation
menjadi penting (Kantor, Agama, and
Binjai 2020).

Biro  Ortala bahwa
perubahan struktur jabatan pelaksana tidak

akan efektif tanpa dukungan komitmen kuat

menyadari

dari para pelaksana kebijakan. Oleh karena
itu, Biro Ortala tidak hanya fokus pada
aspek teknis, tetapi juga secara aktif
membina sikap dan kesadaran pegawai
melalui pendekatan mentoring, pembinaan
kinerja, serta penyuluhan yang menekankan
urgensi evidence-based decision making
dalam sistem kepegawaian. Pegawai
didorong untuk tidak lagi melihat tugas
administrasi secara rutin dan mekanistik,
melainkan memahami bagaimana data
Anjab dan ABK menjadi dasar objektif
dalam perencanaan SDM, promosi, hingga
alokasi anggaran (SAPUTRI 2024).

Pendekatan ini menciptakan ruang
bagi tumbuhnya kultur organisasi yang
adaptif dan progresif. Perubahan disposisi
ini terlihat dari meningkatnya keterlibatan
ASN dalam pengisian data jabatan, inisiatif
untuk mengusulkan penyempurnaan beban
kerja, serta munculnya kesadaran akan
pentingnya akuntabilitas individu dalam
pengelolaan jabatan. Hal ini sejalan dengan
penelitian (Djamil and Sunarya 2024) yang
menunjukkan bahwa keberhasilan
implementasi kebijakan ASN sangat erat
kaitannya dengan komitmen manajerial,
budaya organisasi yang mendukung
perubahan, serta peran aktif pemimpin
dalam membangun motivasi kolektif di
lingkungan birokrasi.

Dengan pendekatan yang
teknis  dan
psikologis, Ortala berhasil
membangun fondasi disposisi pegawai
yang mendukung keberlanjutan kebijakan

penataan kelas jabatan pelaksana. Disposisi

menyeimbangkan  aspek

Biro

yang positif ini bukan hanya memperlancar
implementasi  kebijakan, tetapi juga
menjadi aset jangka panjang dalam
mendorong transformasi birokrasi yang
lebih humanis, adaptif, dan profesional
(Ismiratri, Hasanbasri, and Marthias 2023).
4) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi, menurut George
C. Edward III, merupakan salah satu
komponen penting dalam keberhasilan
Struktur yang

terlalu kaku, hirarkis, dan kompleks sering

implementasi kebijakan.
kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan
kebijakan di lapangan, terutama dalam
birokrasi pemerintahan yang luas dan multi-
level seperti di Kementerian Agama RI
(Yunisa and Reviandani 2025). Dalam
konteks implementasi kebijakan
penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan
Analisis Beban Kerja (ABK), Biro Ortala
menghadapi  tantangan besar  dalam
memastikan agar setiap langkah teknis
penyusunan data jabatan terkoordinasi
dengan baik, tidak bertentangan dengan
regulasi lain, dan dapat dilaksanakan oleh
berbagai unit kerja yang tersebar secara
nasional (Sirin 2021).

Untuk mengatasi tantangan tersebut,
Biro Ortala mengambil langkah proaktif
dengan merancang struktur kerja yang lebih
adaptif dan kolaboratif. Salah satu strategi
yang dijalankan adalah membentuk tim
kerja  yang  bertugas
mengoordinasikan penyelarasan kebijakan
antara PMA No. 32 Tahun 2024, Permen
PAN-RB No. 11 Tahun 2024, dan Permen
PAN-RB No. 45 Tahun 2022. Selain itu,

lintas  unit
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penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) teknis yang seragam dan berbasis
digital dilakukan agar setiap unit kerja
memiliki acuan yang sama dalam mengolah
data jabatan. Sistem pelaporan elektronik
juga diperkenalkan untuk mempercepat alur
pelaporan, mengurangi potensi duplikasi,
dan meningkatkan transparansi hasil
analisis (Permatasari and Fifi Ariani 2021).

Upaya reformasi ini tidak hanya
bertujuan menciptakan efisiensi birokrasi,
melainkan  juga
kejelasan alur kerja dan akuntabilitas
institusi. Penataan struktur birokrasi yang
lebih fleksibel memungkinkan proses
koordinasi berjalan lebih efektif, serta

untuk  memperkuat

memperkuat antara pusat dan
daerah. Studi (Kurniawan 2025)
mendukung pandangan ini, bahwa struktur
organisasi yang responsif dan terbuka
akan

sinergi
dari

terhadap penyesuaian regulasi
berdampak signifikan pada efektivitas
organisasi publik, terutama dalam era
perubahan kebijakan yang cepat dan
dinamis.

Dengan mengintegrasikan regulasi,
menyederhanakan proses, dan
memanfaatkan teknologi, Biro Ortala telah
menunjukkan komitmen untuk membangun
birokrasi yang bukan hanya efisien secara
administratif, tetapi juga adaptif terhadap
dinamika kebutuhan reformasi. Struktur
birokrasi yang demikian menjadi fondasi
penting bagi keberlanjutan kebijakan
penataan kelas jabatan pelaksana yang
berbasis data dan akuntabilitas.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya
implementasi  kebijakan = penyusunan
Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis
Beban Kerja (ABK) oleh Biro Organisasi
dan Tata Laksana (Ortala) Kementerian

Agama Republik Indonesia sebagai strategi
utama dalam mendukung penataan kelas
jabatan pelaksana yang lebih sistematis,
efisien, dan berorientasi pada Kkinerja.
Temuan dalam studi ini menegaskan bahwa
proses penyusunan Anjab dan ABK tidak
hanya berfungsi sebagai alat administratif,
melainkan juga sebagai instrumen strategis
untuk membangun sistem manajemen
sumber daya manusia yang adaptif terhadap
dinamika birokrasi modern dan tuntutan
pelayanan publik yang semakin kompleks.
Keberhasilan
kebijakan ini
dalam pendekatan tata kelola kelembagaan,
terutama dalam mendorong keterpaduan
kebutuhan
kompetensi pegawai. Kebijakan tersebut

implementasi
mencerminkan kebaruan

antara organisasi  dan
menunjukkan keorisinilan dalam upaya
mengeliminasi praktik manajerial yang
bersifat rutinitas dan konvensional, dengan
menggantikannya melalui  pendekatan
berbasis bukti (evidence-based policy) yang
terukur dan akuntabel. Selain itu,
keberanian Kementerian Agama dalam
menjadikan Anjab dan ABK sebagai
landasan untuk penataan kelas jabatan
pelaksana ~ menunjukkan  kepioneran
institusional dalam menjalankan reformasi
birokrasi berbasis data.

Kontribusi ilmiah dari penelitian ini
terletak pada penguatan model
implementasi kebijakan publik berbasis
teori George C. Edward III, yang
menitikberatkan pada komunikasi
sumber daya, disposisi
pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam
konteks ini, penelitian memberikan bukti

kebijakan,

bahwa keberhasilan implementasi tidak
hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi,
tetapi juga oleh kapasitas teknis pelaksana,
kualitas data, dan koordinasi lintas unit
yang efektif.
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Implikasi dari temuan ini sangat luas
dan multidimensi. Secara keilmuan, studi
ini memperkaya literatur tentang praktik
implementasi kebijakan di sektor publik
Indonesia, khususnya dalam konteks
pengelolaan jabatan pelaksana yang selama
ini cenderung diabaikan dalam kajian
birokrasi. Dari sisi sosial dan organisasi,
kebijakan ini berpotensi meningkatkan
kepuasan kerja ASN pelaksana melalui
pembagian tugas yang lebih adil dan
penghargaan yang setara, schingga
mendorong iklim kerja yang lebih produktif
dan inklusif. Dampak ekonominya pun
tidak dapat diabaikan, karena sistem kelas
jabatan yang akurat akan berkontribusi pada

pengendalian anggaran dan efisiensi
belanja pegawai.
Secara lebih luas, implementasi

kebijakan Anjab dan ABK yang dilakukan
secara konsisten dan adaptif di Kementerian
Agama dapat menjadi model percontohan
bagi kementerian dan lembaga lain dalam
membangun birokrasi yang profesional,
tinggi.
Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak
hanya relevan dalam tataran institusional,

akuntabel, dan berdaya saing

tetapi juga memiliki daya ungkit terhadap
pembaruan sistem manajemen aparatur
negara secara keseluruhan.
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